
                                        

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 14 TAHUN 2018  

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 45 TAHUN 2017 

TENTANG STANDARDISASI BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018 

 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN KENDAL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KENDAL, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan mengenai 
honorarium kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kendal sebagaimana tertuang dalam Berita 

Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 dan 

sesuai dengan Nota Dinas Kepala Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 028/2148/2018 
tanggal 9 April 2018 Perihal Perubahan Peraturan 

Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2017 tentang 
Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2018 di 
Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal, 

maka  Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2017 
tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2018 di 

Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal  
sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga 
perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2017 tentang 
Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2018 di 

Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  2757); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 

12,13,14,dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Nomor 5887); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 6057); 

14. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang 
Bangunan Gedung Negara; 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas  Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan 

Bangunan Gedung Negara; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 

tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan 
Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi pejabat Negara, 
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 
tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi 
Pegawai Negeri Sipil;  

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi 

Aparatur Sipil Negara Kementrian Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 811); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 
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24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
533); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal  Nomor 11 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No.7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 

Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 

Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 31); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 
Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 157); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E 
No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 175); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 

159); 

29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2017 tentang 
Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2018 di 

Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal 
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 

46); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KENDAL 45 TAHUN 2018 TENTANG 
STANDARDISASI BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018 DI 
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LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN 
KENDAL. 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 

45 Tahun 2017 tentang Standardisasi Biaya Tahun 
Anggaran 2018 di Lingkungan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2017 Nomor 46) diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan ayat (8) Pasal 7 diubah dan ayat (9) Pasal 7 
dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 7 
 

(1) Kepada PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan 

yang melakukan kerja lembur dapat diberikan uang 
lembur dan uang makan lembur. 

(2) Kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) jam penuh dan 
paling banyak 8 (delapan) jam penuh sehari. 

(3) Besarnya uang lembur bagi PNS untuk tiap jam 
penuh kerja lembur dan uang makan lembur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Uang lembur dibayarkan sekali pada awal bulan 
berikutnya. 

(5) Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah 
sebesar 200 % (dua ratus persen) dari besarnya uang 

lembur. 

(6) Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat 

dibayarkan pada akhir bulan berkenaan. 

(7) Uang lembur kepada PNS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan kepada PNS Non Struktural. 

(8) Besaran uang lembur bagi PPPK dan Tenaga 
Penunjang Kegiatan pada hari kerja dan di luar hari 
kerja sama seperti PNS, dengan ketentuan 

penggolongan sebagai berikut : 

a. Sarjana/pasca sarjana disamakan dengan  
Golongan III; 

b. D3, D2, D1, dan SLTA disamakan   golongan 
II;dan 

c. SMP/SD/Non Ijazah disamakan golongan I. 
 

(9) Dihapus. 

(10) Pembayaran uang makan lembur diberikan maksimal 
1 (satu) kali per hari. 
 

2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 8 
 

(1) Honorarium dapat diberikan kepada seseorang yang 

berdasarkan Keputusan Bupati diangkat dalam suatu 
tim pelaksana/pengelola kegiatan untuk 
melaksanakan suatu tugas tertentu.  

(2) Tim pelaksana/pengelola kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) antara lain dan tidak 

terbatas pada : 

a. panitia; 

b. komite; 

c. dewan; 

d. komisi; 

e. forum; 

f. badan; atau 

g. kelompok. 

(3) Tim pelaksana/pengelola kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan ketentuan 
sebagai berikut : 

a. mempunyai keluaran output jelas dan terukur; 

b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk 
mengikutsertakan unsur dari OPD, instansi, 

lembaga lain dalam tim; 

c. bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu 

diprioritaskan pada tahun yang berjalan; 

d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas 

tertentu disamping tugas pokok sehari-hari; dan  

e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien. 

(4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan kepada anggota tim yang berasal dari luar 
OPD pelaksana kegiatan. 

(5) Dalam pelaksanaan kegiatan, khusus bagi : 

a. Bupati/Wakil Bupati; 

b. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 

(Forkopimda); 

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan; 

d. Tim Anggaran Pemerintah Daerah; 

e. Tim Penilai Kinerja PNS; 

f. Panitia Seleksi JPT;  

g. Tim Penyusun RKPD; 

h. Tim Penyusun Analisis Jabatan; 

i. Organisasi pengadaan barang dan jasa yang 
meliputi : Pejabat Pembuat Komitmen, 
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat 

Pengadaan, Tim Teknis, Tenaga Ahli; 

j. Pengurus Barang dan pengurus barang 

pembantu; 
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k. PNS dan non PNS yang melaksanakan kegiatan 
bersumber dari anggaran Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif 
Daerah (DID), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 

Tembakau (DBHCHT), Bantuan Keuangan 
Provinsi;  

l. Non PNS dan/atau unsur instansi vertikal yang 
menjadi anggota tim pelaksana kegiatan, antara 

lain : PKK, Kemenag, Kepolisian, dan TNI; 

m. PNS Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kendal yang melaksanakan 
kegiatan pengadaan barang/jasa di OPD lain; 

n. PNS dan non PNS pada Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Kabupaten Kendal yang 

melaksanakan kegiatan penyusutan arsip di OPD 
lain; 

dapat diberikan honorarium kepada yang 
bersangkutan dan dikecualikan dari ketentuan pada 

ayat (4). 
 

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 

Pasal 9 
 

Ketentuan mengenai honorarium sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 bagi Bagian di lingkungan 

Sekretariat Daerah diberlakukan sama dengan OPD. 
 

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 14 
 

(1) Satuan biaya perjalanan dinas dihitung per orang per 

hari. 

(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dapat diberikan kepada : 

a. Bupati dan Wakil Bupati; 

b. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; 

c. Pimpinan dan anggota DPRD; 

d. PNS, PPPK, Tenaga Penunjang Kegiatan; dan  

e. Pihak lain yaitu non PNS, pegawai swasta, 
Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik 
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil di luar OPD 

Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang 
melaksanakan kegiatan atas perintah Bupati. 

(3) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : 

a. biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai 
tempat tujuan dan/atau sebaliknya. 

b. biaya penginapan; 
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c. uang harian; dan 

d. uang representasi. 

(4) Satuan biaya perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, 

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan dan 
anggota DPRD, PNS, PPPK, Tenaga Penunjang 
Kegiatan, dan pihak lain  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dibagi menurut lokasi/daerah yang  
dituju dan  jangka waktu perjalanan  dinas. 

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf e diberikan perjalanan dinas sepanjang tidak 

dibiayai oleh instansi, lembaga, perusahaan, dan 
organisasi induknya asal yang bersangkutan. 
 

5. Diantara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 

(dua) Pasal yakni Pasal 14A dan Pasal 14B yang berbunyi 
sebagai berikut : 

 

Pasal 14A 
 

(1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 dikelompokkan menjadi : 

a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan 

b. Perjalanan dinas luar daerah 

(2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan 

dinas dalam daerah Kabupaten Kendal terdiri atas : 

a. perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Kendal 

kurang dari 8 (delapan) jam; dan 

b. perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Kendal 

lebih dari 8 (delapan) jam. 

(3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : 

a. Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Jawa 
Tengah untuk Kota Pekalongan, Kabupaten 
Batang, Kota/Kabupaten Semarang, Kabupaten 

Demak, Kabupaten Temanggung, Kabupaten 
Grobogan; 

b. Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Jawa 
Tengah untuk Kabupaten Banjarnegara, 

Kabupaten Rembang, Kabupaten Banyumas, 
Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten 
Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten 

Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten 
Klaten, Kabupaten/Kota Magelang, Kabupaten 

Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten 
Purworejo, Kabupaten Sragen, Kabupaten 
Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Surakarta, 

Kabupaten/Kota Tegal, Kabupaten Pati, Kabupaten 
Jepara, Kabupaten Kudus, Kota Salatiga, 
Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan; dan 

c. Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Jawa 

Tengah. 
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Pasal 14B 
 

Komponen biaya perjalanan dinas yang berupa biaya 
penginapan, uang harian, dan uang representasi adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
 

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 

Pasal 19 
 

(1) PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan dalam 
melaksanakan perjalanan dinas dapat diberikan 

biaya transportasi, penginapan, dan uang harian. 

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (2) huruf e dalam melaksanakan perjalanan 
dinas dapat diberikan biaya transportasi, 
penginapan, dan uang harian. 

(3) Besaran/tingkatan uang harian, biaya penginapan, 

dan biaya transportasi bagi Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah, selain Bupati dan Ketua DPRD, 
diberikan sama seperti Pejabat Eselon II. 

(4) Besaran/tingkatan uang harian, biaya penginapan, 
dan biaya transportasi bagi Tentara Nasional 

Indonesia dan Polisi Republik Indonesia selain 
Forkopimda, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Perwira Tinggi disamakan dengan Golongan IV; 

b. Perwira Menengah/Perwira disamakan dengan 
Golongan III;dan 

c. Bintara/Tamtama/Pelaksana disamakan dengan 
Golongan II.   

(5) Besaran/tingkatan uang harian, biaya penginapan, 
dan biaya transportasi bagi Pegawai Negeri Sipil di 

luar OPD Pemerintah Daerah diberikan sama seperti 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 
Daerah. 

(6) Besaran/tingkatan uang harian, biaya penginapan, 
dan biaya transportasi bagi PPPK dan Tenaga 

Penunjang Kegiatan diberikan sama seperti Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Sarjana/Pasca Sarjana disamakan  Golongan III; 

b. D1, D2, D3, SLTA, disamakan golongan II; dan 

c. SMP, SD/non ijazah disamakan golongan I. 

(7) Besaran/tingkatan uang harian, biaya penginapan, 

dan biaya transportasi bagi pegawai swasta diberikan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Top Manager/Middle Manager/Komisaris  
disamakan Golongan IV; dan 

b. Low Manager/pelaksana disamakan golongan III. 
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(8) Besaran/tingkatan uang harian, biaya penginapan, 
dan biaya transportasi bagi masyarakat diberikan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Sarjana/Pasca Sarjana, pimpinan organisasi 
kemasyarakatan disamakan  Golongan III; dan 

b. D1, D2, D3, SLTA, SMP, SD/non ijazah, dan 

anggota  organisasi kemasyarakatan disamakan 
golongan II. 
 

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 20 
 

(1) Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, 

PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan yang 
melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan 

kendaraan dinas roda 2 (dua), roda 4 (empat) atau 
lebih diberikan biaya bahan bakar minyak. 

(2) Bupati, Wakil Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS, PPPK, 
Tenaga Penunjang Kegiatan, non Pegawai Negeri 

Sipil,  pegawai swasta, Tentara Nasional Indonesia, 
Polisi Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil di 

luar OPD Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang 
melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan 
kendaraan angkutan umum diberikan biaya 

pengganti yang nilainya sama dengan biaya jasa 
kendaraan angkutan yang digunakan. 
 

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 
 

Pasal 21 
 

(1) Bupati, Wakil Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan 

Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PPPK, 
Tenaga Penunjang Kegiatan, non Pegawai Negeri 

Sipil,  pegawai swasta, Tentara Nasional Indonesia, 
Polisi Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil di luar 
OPD Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang 

melakukan perjalanan dinas ke luar Provinsi Jawa 
Tengah dapat menggunakan transportasi pesawat 
terbang. 

(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Bupati, Wakil Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, pejabat 
eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah, Kepala 

OPD, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat 
Daerah dan DPRD, menggunakan pesawat terbang 
kelas bisnis; 
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b. Untuk pelaksana perjalan dinas selain huruf a, 

yaitu PNS, PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan, 
non Pegawai Negeri Sipil, pegawai swasta, Tentara 
Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, 

Pegawai Negeri Sipil di luar OPD Pemerintah 
Daerah, dan masyarakat menggunakan pesawat 

terbang kelas ekonomi. 
 

9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 

Pasal 22 
 

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, 
PPPK, Tenaga Penunjang Kegiatan, dan masyarakat 

untuk keperluan rapat/kegiatan lain yang diharuskan 
membayar biaya kepada pihak lain, dianggarkan dalam 
anggaran biaya pendidikan dan pelatihan. 
 

10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 

Pasal 24 
 

(1) Bupati, Wakil Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil 

Negara Pemerintah Daerah, non PNS, dan pihak lain 
yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri 
dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan 

komponen biaya seperti perjalanan dinas dalam 
negeri. 

(2) Bupati, Wakil Bupati, Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil 
Negara Pemerintah Daerah, non PNS dan pihak lain 

sebagaimana dimaksud ayat (1), yang akan 
melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus 
memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke 

luar negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman 
pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

49/PMK.02/2017 dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 29 Tahun 2016. 
 

11. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
 

12. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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Pasal II 
 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

 

Ditetapkan di Kendal 
pada tanggal 12 April 2018 

 

BUPATI KENDAL, 
 

Cap Ttd Ttd 
 

MIRNA ANNISA  
 

Diundangkan di Kendal 
pada tanggal 12 April 2018 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL, 

 

Cap Ttd 
 

MOH. TOHA 
 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 14 

 

 
 

 


